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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai upaya

perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan negara bagi hak asasi warga negara. Wacana pembubaran

organisasi masyarakat ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai macam aksi kekerasan yang dilakukan

oleh organisasi kemasyarakatan. Sejauh ini, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan di

Indonesia diatur melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985,

yang dinilai telah tidak sesuai lagi, karena dapat mengancam kebebasan berserikat dan tidak sesuai dengan

prinsip negara hukum serta demokrasi. Oleh karena itu, pembekuan dan pembubaran organisasi

kemasyarakatan tidak dilakukan oleh pemerintah, tetapi melalui proses peradilan. Proses peradilan yang

dinilai berkompeten untuk memutuskan pembekuan dan pembubaran adalah Mahkamah Konstitusi, sesuai

dengan fungsinya menafsirkan dan menjaga konstitusi.

......This thesis discusses the deactivation and dissolution of civil society organizations as a means of

protection, respect, and fulfillment of state for the rights of citizens. Discourse of the dissolution of this civil

society organizations emerged as a reaction to the various acts of violence carried out by civil society

organizations. So far, deactivation and dissolution of civil society organizations in Indonesia are regulated

by Law Number 8/1985 on Civil Society Organizations and Government Regulation Number 18/1986 on the

Implementation of Law Number 8/1985, which have been regarded as no longer appropriate, because it can

threaten the freedom association and not in accordance with the rule of law and democracy. Therefore,

deactivation and dissolution of civil society organizations is not done by the government, but through the

judicial process. Judicial process is considered competent to decide on clotting and dissolution of the

Constitutional Court, in accordance with its function to interpret and to guardian of the constitution.
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